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PENGANTAR 

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap 

instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis intansi. 

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar 

Minggu dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja 

Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi 

yang dibebankan kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. LAKIN ini juga berperan 

sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantititif dan sebagai wujud transparansi 

pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan good government secara 

berkesinambungan. 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari 

sempurna, oleh sebab itu saran serta bimbingan sangat diharapkan agar ditahun-tahun yang 

akan datang menjadi lebih baik. 

 Jakarta, 23 Januari 2025 

 Kepala Kantor, 

 

 

 

 

 

Ditandatangani Secara Elektronik 

Mohammad Baharuddin 

NIP. 19681207 199503 1 001 
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BAB I PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Sebagai salah satu Unit Vertikal Eselon III di bawah Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar 

Minggu memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target penerimaan negara 

melalui optimalisasi pengelolaan pajak. Dalam dinamika perekonomian nasional dan global 

yang terus berkembang, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dihadapkan pada tantangan 

yang semakin kompleks. Tantangan tersebut mencakup perubahan regulasi perpajakan, 

perkembangan teknologi, serta peningkatan kebutuhan pembiayaan negara. Oleh karena itu, 

sebagai bagian integral dari DJP, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dituntut untuk terus 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 

Selama tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu berkomitmen untuk 

mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Komitmen ini 

diwujudkan melalui kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pegawai, serta melalui sinergi 

yang baik dengan wajib pajak. Kontribusi positif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kinerja KPP Pratama Jakarta 

Pasar Minggu. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja, pelaksanaan 

anggaran, dan peningkatan tata kelola yang baik (good governance), KPP Pratama Jakarta 

Pasar Minggu menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024. Penyusunan laporan ini 

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta berbagai regulasi terkait lainnya. 

Penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2024 mengacu pada 

regulasi yang berlaku, termasuk: 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, yang memuat Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, yang mengatur Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Selain itu, LAKIN juga disusun dengan mempertimbangkan Rencana Strategis 

Kementerian Keuangan Tahun 2020ï2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 

2020ï2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

389/PJ/2020. Tidak kalah penting, penyusunan LAKIN tahun 2024 ini juga berpedoman pada 

Rencana Kerja KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu untuk tahun tersebut. 
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Melalui integrasi berbagai ketentuan regulasi dan arahan strategis yang telah 

ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu selama 

tahun 2024, sekaligus mencerminkan keselarasan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal 

Pajak dan Kementerian Keuangan. 

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu memiliki wilayah kerja 

meliputi Kecamatan Pasar Minggu beserta seluruh kelurahan yang berada di dalamnya 

diantaranya: 

¶ Kelurahan Ragunan 

¶ Kelurahan Jati Padang 

¶ Kelurahan Pasar Minggu 

¶ Kelurahan Pejaten Barat 

¶ Kelurahan Pejaten Timur 

¶ Kelurahan Kebagusan 

¶ Kelurahan Cilandak Timur 

Saat ini, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu terletak di Jalan TB. Simatupang Kav.39, 

Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Pajak, maka kedudukan, tugas dan fungsi KPP Pratama Badung Utara adalah sebagai 

berikut: 

1. Kedudukan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu dipimpin oleh Kepala Kantor 

setingkat Eselon III yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung 

kepada Kepala Kantor Wilayah Direktrat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. 

2. Tugas Pokok 

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, 

edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak 

Tidak Langsung Lainnya, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek 

pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu 

menyelenggarakan fungsi; 

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;  

b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang 

KPP;  

c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;  

d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak;  

e. pengukuhan dan pencabut an pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;  

f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;  
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g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak 

maupun masyarakat;  

h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;  

i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;  

j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan 

perpajakan;  

k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;  

l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan 

eksternal;  

m. pemutakhiran basis data perpajakan;  

n. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;  

o. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;  

p. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;  

q. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;  

r. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan  

s. pelaksanaan administrasi kantor. 

 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: 

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; 

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data; 

c. Seksi Pelayanan; 

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; 

e. Seksi Pengawasan I; 

f. Seksi Pengawasan II; 

g. Seksi Pengawasan III; 

h. Seksi Pengawasan IV; 

i. Seksi Pengawasan V; 

j. Seksi Pengawasan VI; dan 

k. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 

 

Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut: 

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan 

pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, 

internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, 

serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.  

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, 

dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, 

pengumpulan, pengolahan, penyaJian data dan informasi perpajakan, perekaman 

dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, 

penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan 

ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi 

data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan 

pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan 

monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk 

pengolahan data perpajakan.  

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan 

dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib 

Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan 

konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian 

permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau 

masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan 

peny1mpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi 

penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.  

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, 

penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak 

melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset 

takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan 

pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan 

administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, 

penilaian, dan penagihan.  

5. Seksi Pengawasan I mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan 

pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-

undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut 

intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek 

dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan 

informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, 

dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, 

pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan 

pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk 
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pengawasan perpajakan, Seksi Pengawasan I bersegmentasi atas pengawasan Wajib 

Pajak Strategis. 

6. Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Pengawasan V, 

dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, 

penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi 

peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan 

tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan 

(mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak 

dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, 

pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu 

kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib 

Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta 

melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan 

produk pengawasan perpajakan  

 

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu memiliki peran strategis untuk turut menghimpun 

penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan target di tahun 2024 sebesar 

Rp5.490.141.356.000. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, telah dilakukan berbagai 

langkah dan upaya yang optimal, termasuk dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan 

penagihan pajak. Dalam upaya mencapai target, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu memiliki 

peran strategis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi 

yang telah berkembang dengan sangat cepat dan memunculkan paradigma baru diberbagai 

bidang yang sangat berbeda dengan paradigma lama. 

Kondisi eksternal yang sangat strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

a. Perubahan atau perkembangan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dengan 

tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi; 

b. Masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah; 

c. Pengetahuan dan kesadaran untuk membayar pajak masih rendah; 

d. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. 
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SISTEMATIKA PELAPORAN 

 

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 

2024 adalah sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan 

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; 

kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi; serta sistematika pelaporan  

Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra) 

serta Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 

1. Capaian Kinerja Organisasi  

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan 

analisis capaian kinerja.  

2. Realisasi Anggaran  

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN. 

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan 

oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang 

anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, 

dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

pencapaian IKU. 

4. Kinerja Lain-Lain  

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi 

acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu 

tematik APBN.  

5. Evaluasi  

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi 

untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah- langkah perbaikan 

(tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada 

tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal 

kepada unit organisasi. 

Bab IV Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah 

di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.  
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

RENCANA STRATEGIS  

Rencana Strategis atau Masterplan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana 

ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan 

dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan 

tugas Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen ini berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran, 

strategi, program, serta indikator kinerja utama (IKU) yang akan dicapai selama periode 5 

(lima) tahun, terhitung sejak tahun 2020 hingga 2024. 

 

Penyusunan masterplan ini didasarkan pada prinsip keselarasan (alignment) terhadap 

Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024, sehingga setiap program yang 

dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak sejalan dengan program-program prioritas yang 

telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, Masterplan Direktorat 

Jenderal Pajak 2020-2024 menjadi pedoman strategis yang menentukan arah kebijakan 

dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak yang 

berkesinambungan. 

 

Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024 mencerminkan 

komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai visi besar 

yang telah ditetapkan. Peta ini juga menjadi alat pengukur keberhasilan pelaksanaan strategi 

yang mengintegrasikan berbagai perspektif, mulai dari pemangku kepentingan, proses 

internal, hingga pertumbuhan organisasi. 

 

Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak 

Tahun Anggaran 2024 

 
Sumber: Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJP Tahun 2024 
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Visi 

ñMenjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan 

Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, 

dan Berkeadilan.ò 

Misi 

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, 

edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil. 

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital yang didukung budaya organisasi 

adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan 

bermotivasi. 

Nilai-Nilai 

Direktorat Jenderal Pajak berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan: 

1. Integritas ï Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta 

memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral 

2. Profesionalisme ï Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan 

penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 

3. Sinergi ï Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif 

serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk 

menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. 

4. Pelayanan ï Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan 

yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. 

5. Kesempurnaan ï Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk 

menjadi dan memberikan yang terbaik. 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 

Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait dengan 

tugas dan fungsi (tusi) Direktorat Jenderal Pajak antara lain: 

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB  

Menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas kebijakan perpajakan 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

Rasio ini mencerminkan seberapa besar kontribusi penerimaan perpajakan terhadap 

total Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh perekonomian nasional. 

Peningkatan rasio perpajakan terhadap PDB menjadi tujuan utama dalam kebijakan 

fiskal untuk memastikan penerimaan negara yang berkelanjutan guna mendukung 

pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan meliputi perluasan basis pajak, 

peningkatan kepatuhan sukarela, serta optimalisasi pengawasan dan penegakan 

hukum. 

b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)  

Merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan 

melalui digitalisasi proses bisnis yang lebih terintegrasi dan modern. CoreTax 

dirancang untuk mengoptimalkan seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran, 

pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum dengan 

memanfaatkan teknologi terkini. Implementasi sistem ini diharapkan dapat 
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meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memudahkan layanan perpajakan, serta 

memberikan data yang lebih akurat dan real-time bagi pengambilan kebijakan 

perpajakan di masa depan. 

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi 

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program 

atau kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas. Perjanjian Kinerja Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu merupakan komitmen kinerja yang 

diwujudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Jakarta Selatan II. Dalam penyusunannya, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu 

berpedoman pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terintegrasi 

dengan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja ini mengacu 

pada: 

¶ Rencana Strategis DJP 2020-2024. 

¶ Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025. 

Dalam hal ini, perjanjian kinerja juga merupakan amanah dan tanggung jawab Kepala 

KPP sebagai pemimpin dan pengemban tugas dari Direktur Jenderal Pajak. Peta Strategis 

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Tahun 2024 mengadopsi 4 perspektif utama, yaitu: 

1. Stakeholder Perspective: Menjamin kepuasan dan kepercayaan para pemangku 

kepentingan. 

2. Customer Perspective: Meningkatkan pelayanan dan edukasi wajib pajak. 

3. Internal Process Perspective: Meningkatkan efisiensi proses internal dan 

pengelolaan data. 

4. Learning and Growth Perspective: Mengembangkan kompetensi SDM serta 

menciptakan lingkungan kerja yang inovatif. 

 
Sumber: Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three DJP Tahun 2024 
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Peta tersebut merupakan hasil cascading dari Peta Strategis Kementerian Keuangan, 

yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran 

strategis ini saling terkait untuk mendukung pencapaian visi DJP. 

Berikut adalah beberapa sasaran program/kegiatan dan indikator kinerjanya: 

 

No 
Sasaran 

Program/Kegiatan  
Indikator Kinerja  Target 

 

1 
Penerimaan negara 
dari sektor pajak 
yang optimal  

01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100%  

01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan 
pajak bruto dan deviasi proyeksi 
perencanaan kas 

100  

2 
Kepatuhan tahun 
berjalan yang tinggi  

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 
(PPM) 

100%  

02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 
Pajak Badan dan Orang Pribadi 

100%  

3 
Kepatuhan tahun 
sebelumnya yang 
tinggi  

03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material 
(PKM) 

100%  

4 
Edukasi dan 
pelayanan yang 
efektif  

04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan 
bayar atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan  

74%  

04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan 
Efektivitas Penyuluhan  

100%  

5 
Pengawasan 
pembayaran masa 
yang efektif  

05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 
90%  

6 
Pengujian kepatuhan 
material yang efektif  

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan 
penjelasan atas data dan/atau keterangan 

100%  

06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun 
berjalan  

100%  

06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan 
Wajib Pajak KPP tepat waktu 

100%  

7 
Penegakan hukum 
yang efektif  

07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 
penilaian  

100%  

07b-CP Tingkat efektivitas penagihan  75%  

07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan 
Bukti Permulaan  

100%  

8 
Data dan informasi 
yang berkualitas 

08a-CP Persentase penyelesaian Laporan 
Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi 
Perpajakan 

100%  
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No 
Sasaran 

Program/Kegiatan  
Indikator Kinerja  Target 

 

9 
Pengelolaan 
Organisasi dan SDM 
yang adaptif  

09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan 
Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 

100  

09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit  85  

09c-N Indeks efektivitas implementasi 
manajemen kinerja dan manajemen risiko  

90  

10 
Pengelolaan 
keuangan yang 
akuntabel 

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 
anggaran 100  

 

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat 

Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. 

Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan berbagai 

aspek, antara lain: 

1. Rencana Strategis (Renstra) 

2. Rencana Kerja (Renja) 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

4. Arahan Menteri 

5. Masukan dari Unit Vertikal 

 

Keterlibatan Unit Vertikal yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 

2025 diantaranya mencakup pengiriman Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun 

Perbaikan guna memastikan bahwa indikator kinerja yang disusun dapat mencerminkan 

sasaran strategis yang telah ditetapkan secara menyeluruh dan akurat. DJP selalu melakukan 

perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (refinement) IKU 

dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun 

sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang 

lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan 

IKU. Reformulasi IKU meliputi perbaikan dan perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta 

penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS. Dengan adanya 

keterlibatan semua pihak terkait, diharapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat disusun 

dengan lebih baik, selaras dengan tujuan strategis Direktorat Jenderal Pajak, serta dapat 

diimplementasikan secara efektif di seluruh unit kerja terkait. 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang 

Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi 

Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi 

kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi 

menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan 

Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja 

Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan 

dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.  

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

 

Sumber: KMK 300/KMK.01/2022 

 

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2024 

secara keseluruhan berstatus hijau ( telah mencapai target ) dengan capaian akhir sebesar 

108,68%. Secara lebih rinci, dari total 19 IKU seluruhnya berstatus hijau. Adapun data 

pencapaian target IKU KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu yang terangkum dalam tabel Nilai 

Kinerja Organisasi (NKO) berikut. 
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Tabel 1 Capaian Target IKU KPP Pratama Pasar Minggu Tahun 2024  

 

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Tahun 2024 
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ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui 

penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran 

Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis 

di bidang perpajakan 

Kode 
SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Utama 

Target Realisasi 
Indeks 

Capaian 
 

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak  100,00% 100,28% 100,28  

1b-CP 
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan 
pajak bruto dan deviasi proyeksi 
perencanaan kas 

100,00% 100,00% 100,00  

 

1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak 

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar 

sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya. 

 

T/R Q1 Q2 Sm. I Q3 s.d. Q3 Q4 

Target 19,00% 43,00% 43,00% 68,00% 68,00% 100,00% 

Realisasi 20,93% 47,62% 47,62% 73,28% 73,28% 100,28% 

Capaian 110,16% 110,74% 110,74% 107,76% 107,76% 100,28% 

 

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto 

dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah 

Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).Realisasi penerimaan pajak bruto 

adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) 

baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan 

secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.Target 

penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan 

pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan 

lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan.Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP 

yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana 

Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.Target penerimaan pajak 
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KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-

masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur 

tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. 

KELOMPOK PAJAK TARGET 2024 
REALISASI PENCAPAIAN PERTUMBUHAN 

2024 2023 2024 2023 2024 2023 

A PPh NON MIGAS 3.022.854.085.000  2.177.067.423.409  1.755.579.135.372  72% 77% 24% 6% 

B PPN dan PPnBM 2.454.295.074.000  3.328.484.623.290  2.525.893.988.809  136% 140% 32% 13% 

C PBB dan BPHTB                                      -                                       -                                       -  0% 0% 0% 0% 

D Pajak Lainnya 12.992.197.000  90.960.844  15.182.000  1% 0% 499% -50% 

E PPh MIGAS                                      -  6.163.485  77.114.287  0% 0% -92% 2310% 

TOTAL 5.490.141.356.000  5.505.649.171.028  4.283.094.557.840  100% 105% 29% 10% 
Sumber: Realisasi Penerimaan Pajak tanggal 1 Januari 2025 pada aplikasi appportal 

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 5.505.648.375.228 

dengan capaian 100,28% dari target Rp 5.490.141.356.000. Realisasi pada periode 

ini tumbuh sebesar 29% dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya, pertumbuhan 

ini juga lebih baik dari pertumbuhan tahun lalu yang tercatat tumbuh sebesar 10%. 

 

Sumber: Realisasi Penerimaan Pajak tanggal 1 Januari 2025 pada aplikasi appportal 

 

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Tiga jenis pajak dengan 

kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp 

2.711,55 miliar (growth 30.58%), diikuti PPN Impor senilai Rp 616.60 miliar (growth 

URAIAN. TARGET NETTO NETTO LALU
PENCAPAIAN 

(%)
PERTUMBUHAN 

(%)
PERANAN

(%)
A. Pajak Penghasilan 3.022.854.085.000  2.177.073.586.894  1.755.656.249.659  72,02 24,00 39,54
  1. PPh NON MIGAS 3.022.854.085.000  2.177.067.423.409  1.755.579.135.372  72,02 24,01 39,54
     1.1 PPh Pasal 21 914.810.880.000      855.420.032.883      630.834.979.657      93,51 35,60 15,54
     1.2 PPh Pasal 22 217.207.748.000      135.024.029.813      60.533.350.949        62,16 123,06 2,45
     1.3 PPh Pasal 22 Impor 346.080.686.000      215.136.012.853      167.811.245.652      62,16 28,20 3,91
     1.4 PPh Pasal 23 348.930.367.000      216.751.834.708      187.737.771.521      62,12 15,45 3,94
     1.5 PPh Pasal 25/29 OP 106.284.766.000      77.409.898.797        88.107.140.825        72,83 -12,14 1,41
     1.6 PPh Pasal 25/29 Badan 422.270.639.000      262.499.497.952      254.524.980.223      62,16 3,13 4,77
     1.7 PPh Pasal 26 205.028.987.000      127.453.280.775      80.066.836.419        62,16 59,18 2,31
     1.8 PPh Final 461.664.114.000      287.014.837.008      285.301.540.240      62,17 0,60 5,21
     1.9 PPh Fiskal Luar Negeri -                                    -                                    -                                    0,00 0,00 0,00
     1.10 PPh Non Migas Lainnya 575.898.000              357.998.620              661.289.886              62,16 -45,86 0,01
  2. PPh MIGAS -                                    6.163.485                   77.114.287                0,00 -92,01 0,00
B. PPN dan PPnBM 2.454.295.074.000  3.328.484.623.290  2.525.893.988.809  135,62 31,77 60,46
     1. PPN Dalam Negeri 1.999.393.445.000  2.711.552.660.148  2.076.519.427.656  135,62 30,58 49,25
     2. PPN Impor 454.655.360.000      616.597.975.369      447.510.736.487      135,62 37,78 11,20
     3. PPnBM Dalam Negeri 76.376.000                103.580.848              285.967.939-              135,62 136,22 0,00
     4. PPnBM Impor -                                    -                                    46.240.000                0,00 -100,00 0,00
     5. PPN Lainnya 169.893.000              230.406.925              78.223.291                135,62 194,55 0,00
     6. PPnBM Lainnya -                                    -                                    -                                    0,00 0,00 0,00
     7. PPN DN DTP -                                    -                                    2.025.329.314          0,00 -100,00 0,00
     8. PPNBM DTP -                                    -                                    -                                    0,00 0,00 0,00
C. PBB dan BPHTB -                                    -                                    -                                    0,00 0,00 0,00
D. Pajak Lainnya 12.992.197.000        90.960.844                15.182.000                0,70 499,14 0,00
 JUMLAH (A + B + C + D) 5.490.141.356.000  5.505.649.171.028  4.283.094.557.840  100,28 28,54 100,00
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37.78) dan PPh Pasal 21 sebesar Rp 855.42 miliar (growth 15.54%). Ketiga jenis pajak 

tersebut berkontribusi sangat besar yaitu 75.99% dari total penerimaan pajak KPP 

Pratama Jakarta Pasar Minggu. 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima 

tahun sebelumnya 

 

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 

sudah melebihi target dengan nilai capaian 100.28% dan selama tiga tahun berturut 

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu telah melebihi target. Capaian penerimaan pajak 

ini tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan 

kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, 

dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang 

mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN. 

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja 

(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan 

Target dan Realisasi IKU Tahun Y 

 

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak 

menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal 

yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir 

Desember 2024 diantaranya:  

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor; 

2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif; 

3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, 

penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta 

PPN PMSE; 

4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan 

5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM. 

Nama IKU 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak

97.25% 98.49% 144.88% 104.64% 100.28%

Target Tahun 2024 
Renstra DJP

Target Tahun 2024 
RPJMN

Target Tahun 2024 
pada PK

Realisasi

Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak

100,00% 0 100,00% 100.28%

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU
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Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

 

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui 

target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang 

mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan 

salah satu dampak dari kasus Covid19 di Indonesia yang semakin terkendali, 

meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi 

UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut 

mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Non 

Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga 

komoditas, dan bauran kebijakan.  

 Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

 

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja 

realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara 

lain: 

1. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak 

dalam menerbitkan STP. 

2. Menindaklanjuti data kenaikan angsuran dengan melakukan penelitian dan 

pengawasan kenaikan angsuran. 

3. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching. 

4. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi. 

5. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha. 

6. Mempercepat penyelesaian SP2 dari DSP3 yang sudah disetujui 

7. Menyelesaikan DPP Tahun berjalan maupun Outstanding SP2DK. 

 

Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi 

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong 

Nama IKU
Target Tahun 

2024
Standar Nasional 

(APBN)
Realisasi Tahun 

2024
Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak

100,00% 100,00% 100.28%
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penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain: 

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak 

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas 

ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor 

utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan 

pajak, antara lain:  

 

1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas; 

2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program 

Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak 

kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik (PMSE); 

3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti 

perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor; 

4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan 

5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang 

mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN. 

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak 

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat 

beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain: 

1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu 

untuk bisa diterapkan secara efektif; 

2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 

2022; 

3) Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan 

4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. 

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi 

pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah: 

a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor 

pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 

2024; 

b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan 

akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-

one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP; 
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c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan 

kantor wilayah; 

d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan 

berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak 

dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan 

e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan 

melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun. 

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan 

efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang 

dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan 

mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data 

yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi 

perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. 

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki. 

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran 

yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai. 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah 

dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara 

lain:  

a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan 

memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) 

b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan 

menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan 

yang dilakukan lebih terarah. 

c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan 

dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan. 

 

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun 

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 
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Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan 

mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko 

yang dilakukan oleh organisasi adalah: 

a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat 

pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib 

Pajak. 

b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan 

konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuahn 

pajak melalui universitas dan sarana pendidikan. 

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mengatasi kendala 

Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu bukan tanpa 

tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi serta upaya yang telah dan akan terus 

dilakukan untuk mengatasinya antara lain: 

a. Ketidakpastian kondisi ekonomi menjadi tantangan dalam mencapai target 

penerimaan. Untuk mengatasi hal ini, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu 

berupaya melakukan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil 

pemantauan kinerja penerimaan secara rutin, serta menindaklanjuti laporan 

tersebut dengan langkah-langkah strategis yang tepat. 

b. Perlambatan penerimaan dari sektor-sektor utama yang selama ini menjadi 

kontributor utama penerimaan mengalami perlambatan, sehingga berdampak 

pada pencapaian target penerimaan. Dalam menghadapi kendala ini, KPP 

Pratama Jakarta Pasar Minggu melakukan pengawasan yang lebih terarah sesuai 

dengan kebijakan nasional serta meningkatkan sinergi melalui program kerja 

bersama (joint program), analisis bersama (joint analysis), dan proses bisnis 

bersama (joint business process) dengan pihak terkait. 

c. Wilayah kerja yang cukup besar menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan 

pengawasan pembayaran pajak terhadap seluruh wajib pajak yang berada di 

bawah pengawasan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Untuk menjawab 

tantangan ini, KPP terus berupaya memperkuat sistem pengawasan berbasis 

risiko, memanfaatkan teknologi informasi dalam pemetaan dan pemantauan 

kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 

guna memastikan pengawasan yang efektif dan efisien. 
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Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan 

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti 

misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan 

maupun penerima manfaat 

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion 

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain: 

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek 

pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. 

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti 

pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi 

sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi 

kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman 

sosial. 

 

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan 

dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, 

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan 

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk: 

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, 

rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap 

perubahan iklim. 

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat 

digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. 

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung 

pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan 

langsung tunai. 

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai target di Tahun 

2025 antara lain:  

  

1) Memanfaatkan Coretax sebagai media penggalian potensi dan pengawasan 

Wajib Pajak. 
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2) Melakukan penelitian dan analisis atas data pengawasan pemenuhan formal, 

material, dan realisasi pemanfaatan fasilitas perpajakan (tahun 2023-2024)  

3) Menyelesaikan DPP dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan (SP2DK) atas DPP Triwulan I sampai dengan IV tahun 2024 

berdasarkan SE-05/2022  

4) Menyelesaikan saldo potensi Approweb (outstanding) dalam pembuatan daftar 

LHP2DK dengan status ñdalam pengawasanò yang memiliki potensi untuk 

segera direalisasikan  

5) Pengawasan atas transaksi yang terindikasi transfer pricing dengan melakukan 

pemetaan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi kepada 

pihak afiliasi diantaranya dengan melakukan penelitian formal terhadap 

pengisian SPT dan penelitian WP Grup  

6) Monitoring penerimaan rutin kantor, terutama PPh 21, PPh 25 Dan PPN 

7) melakukan penelitian dan pemanfaatan data DSP4 dari Kantor Pusat (DPP 

Mandatory) 

8) Melakukan sinergi dengan KPP lain terkait dengan pengawasan dan penggalian 

potensi Wajib Pajak terafiliasi yang terdaftar di dua KPP atau lebih  

9) Melakukan pengawasan atas Wajib Pajak mengalami penurunan pembayaran 

pajak  

10) Melakukan kunjungan kerja ke bendahara terbesar di wilayah kerja untuk 

mengetahui perkiraan pajak yang akan cair sampai akhir tahun  

11) Melakukan profiling terhadap Wajib Pajak baru 

12) Mengumpulkan kontak Wajib Pajak 

13) Mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan 

14) Mempercepat penyelesaian SP2 dari DSP2 yang sudah disetujui 

15) Meningkatkan tindak lanjut penagihan aktif 

1b-CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan kas 

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak 

dan memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam 

suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas. 

T/R Q1 Q2 Sm. I Q3 s.d. Q3 Q4 

Target 100 100 100 100 100 100 

Realisasi 100 95 95 100 100 100 

Capaian 100,00% 95,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 

terdiri dari 2 komponen, yaitu: 

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan 

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.  

 

1. Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto 
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Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur 

melalui dua komponen, yaitu:  

(1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; 

serta  

(2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.  

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat 

diperhitungakan adalah maksimal 120%. 

 

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara 

satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun 

berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto 

nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .Komponen pertumbuhan unit 

kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi 

penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) 

adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi 

dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 

100 persen. 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan 

(t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi 

dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 

persen. 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan 

pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun 

mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah 

Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP 

baru. 

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja 

Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian 

dalam hal:  

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan 

terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu 

unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan 

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam 

hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP 
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(bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur 

Jenderal Pajak). 

 

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan 

Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran 

suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan 

terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit 

kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut: 

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama 

merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja 

lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode 

yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar 

di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak 

awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO); 

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru 

merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit 

kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak 

periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang 

terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO 

sampai dengan akhir periode. 

 

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan 

Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib 

Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan 

Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, 

adalah sebagai berikut: 

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal 

merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal 

pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang 

sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit 

kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal 

periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai 

berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait; 

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan 

merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit 

kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak 

periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah 
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terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang 

mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai 

berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan 

akhir periode. 

 

2. Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Penerimaan Kas 

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara 

proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan 

perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan 

PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM 

dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan 

rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat 

Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun 

proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran 

ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.  

 

Penerimaan Kas 

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang 

berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan 

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang 

berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.  

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi 

antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu 

tertentu Ò 8%.  
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Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) tanggal 14 Januari 2025 

 

Penjelasan Realisasi 

Pada tahun 2024, indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan 

deviasi proyeksi perencanaan kas mencapai angka 100 dengan target sebesar 100. 

Dengan capaian dari komponen pertumbuhan bruto sebesar 120% dan deviasi proyeksi 

perencanaan kas sebesar 80%. Permasalahan yang sering dihadapi dalam mencapai 

target indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 

perencanaan kas yaitu adanya Wajib Pajak yang tiba-tiba melakukan setoran pajak 

dengan nominal cukup besar dan tidak terpantau karena tidak memiliki historis setoran 

pajak yang besar. Hal ini memang berdampak positif untuk realisasi pertumbuhan pajak 

namun berdampak negatif untuk realisasi deviasi proyeksi. Tindakan yang telah 

dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu untuk mencapai target Indeks 

realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 

diantaranya: 

1) Menyusun strategi rencana penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Pasar 

Minggu tahun 2024 

2) Melakukan koordinasi antar seksi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi  

penerimaan pajak (Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan I s.d. VI, dan Seksi 

Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan)  

3) Melakukan pemantauan dan penyusunan proyeksi penerimaan pajak dan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak Bulan Januari s.d Desember 

setiap tanggal 15  

Prognosa 
(dalam 
miliaran 
rupiah)

Realisasi
(dalam 
miliaran 
rupiah)

Deviasi
Capaian 
Rata-rata

Capaian 
Komponen 

Deviasi

Bruto 
Unit 
Kerja

Bruto 
Nasional

Capaian 
tumbuh 

Nas

Capaian 
tumbuh 

Unit

Capaian 
Kompon

en 
Pertumb

uhan
1 Jan 351,65 369,21 4,99% 4,99% 100,00% 43,41% 6,07% 120,00% 120,00% 120,00% 110,00%
2 Feb 176,36 209,11 18,57% 11,78% 90,00% 36,98% 7,90% 120,00% 120,00% 120,00% 105,00%
3 Mar 478,61 377,45 21,14% 14,90% 80,00% 22,98% 2,49% 119,99% 120,00% 120,00% 100,00%

TW I 14,90% 14,90% 80,00% 22,98% 2,49% 119,99% 120,00% 120,00% 100,00%
4 Apr 391,76 477,96 22,00% 18,45% 70,00% 25,16% -1,90% 120,00% 120,00% 120,00% 95,00%
5 Mai 371,02 344,83 7,06% 14,72% 80,00% 20,96% -1,61% 120,00% 120,00% 120,00% 100,00%
6 Jun 320,78 395,92 23,43% 16,20% 70,00% 23,53% -0,58% 120,00% 120,00% 120,00% 95,00%

TW II 17,50% 16,20% 70,00% 23,53% -0,58% 120,00% 120,00% 120,00% 95,00%
7 Jul 439,06 482,46 9,89% 14,09% 80,00% 26,55% 0,99% 120,00% 120,00% 120,00% 100,00%
8 Agst 410,34 550,99 34,28% 18,16% 70,00% 33,40% 1,76% 120,00% 120,00% 120,00% 95,00%
9 Sep 474,33 479,22 1,03% 15,82% 80,00% 34,65% 2,30% 120,00% 120,00% 120,00% 100,00%

TW III 15,06% 15,82% 80,00% 34,65% 2,30% 120,00% 120,00% 120,00% 100,00%
10 Okt 434,23 424,14 2,32% 12,45% 80,00% 32,80% 3,20% 120,00% 120,00% 120,00% 100,00%
11 Nov 845,61 705,86 3,00% 12,53% 80,00% 37,79% 3,62% 120,00% 120,00% 120,00% 100,00%
12 Des 676,96 688,48 3,00% 12,56% 80,00% 37,39% 5,02% 120,00% 120,00% 120,00% 100,00%

TW IV 2,77% 12,56% 80,00% 37,39% 5,02% 120,00% 120,00% 120,00% 100,00%

No Bulan

Deviasai (50%) Pertumbuhan (50%) Capaian IKU
(Deviasai 
(50%) + 

Pertumbuhan 
(50%))
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Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai target atas Indeks 

realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 

diantaranya:  

1) Membuat DSP4 (Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak) 

untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak; 

2) Melakukan koordinasi dengan Seksi-Seksi terkait prognosa penerimaan pajak 

Bulan Januari s.d Desember 2025 

3) Melakukan monitoring atas jenis pajak yang mengalami pertumbuhan dan 

penurunan dengan nilai paling signifikan dan juga proyek pekerjaan yang 

masih berjalan 

 

Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan 

baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang 

optimal. 

Kode 
SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Utama 

Target Realisasi 
Indeks 

Capaian 
 

2a-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 
(PPM) 

100,00% 100,23% 100,23  

2b-CP 
Persentase capaian tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak 
Badan dan Orang Pribadi 

100,00% 108,26% 108,26  

 

2a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) 

 

T/R Q1 Q2 Sm. I Q3 s.d. Q3 Q4 

Target 19,00% 43,00% 43,00% 68,00% 68,00% 100,00% 

Realisasi 18,02% 47,72% 47,72% 74,97% 74,97% 100,23% 

Capaian 94,84% 110,98% 110,98% 110,25% 110,25% 100,23% 

 

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui 

nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi 

Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan 

PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan 
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oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait 

yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka 

Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan 

Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM 

KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh 

Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan 

ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. 

 Penjelasan Realisasi 

  

Sumber: Aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM) tanggal 14 Januari 2025 

 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2024 adalah Rp 

5.195.717.615.113 atau sebesar 100,23% dari target. Dimana presentase realisasi 

tersebut telah mampu mencapai dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 

5.183.785.469.000. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Persentase 

realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), 

sebagai berikut: 

1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 

Masa (PPM) masih rendah; 
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2. Sejak tahun 2022 Indonesia mulai terlepas dari Pandemi Covid-19, meskipun 

begitu perputaran ekonomi masih dalam tahapan menuju normal yang tentunya 

berakibat terhadap penerimaan negara; 

Menindaklanjuti capaian persentase terhadap kepatuhan formal atas tindakan 

preventif untuk mencegah penurunan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) adalah : 

1. Memperketat pengawasan pembayaran masa wajib pajak; 

2. Mengadakan IHT / Pelatihan pengawasan wajib pajak kepada AR; 

3. Melakukan tindakan yang intensif setelah pembatasan protokol kesehatan 

dilonggarkan oleh pemerintah; 

4. Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat; 

5. Memberikan himbauan dan/atau Surat Teguran; 

 

2b-CP : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 

 

T/R Q1 Q2 Sm. I Q3 s.d. Q3 Q4 

Target 60,00% 80,00% 80,00% 90,00% 90,00% 100,00% 

Realisasi 82,30% 108,07% 108,07% 107,49% 107,49% 108,26% 

Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 119,43% 119,43% 108,26% 

 

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP 

Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh 

Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan 

dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan 

memperhatikan kualitas waktu; 

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau 

bagian tahun pajak, yang meliputi: 

a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan; 

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi; 

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib 

SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan 

dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh 

selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 

(tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). 
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4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan 

status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban 

menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, 

cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP 

Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan 

sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan 

SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota 

Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. 

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 

ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu 

penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. 

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah 

sebagai berikut: 

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh 

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak 

Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2; 

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh 

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak 

Wajib SPT, diberikan pembobotan 1. 

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil 

ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan 

jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut; 

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan 

SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain 

Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur 

Ekstensifikasi dan Penilaian. 

Penjelasan Realisasi 

 

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) tanggal 14 Januari 2025 

 












































































































































